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NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGSI ROHINGYA  
 

 

Oleh 

 

Aqila Baity Jannaty 

 

 

 Prinsip Non-Refoulement merupakan prinsip yang melarang pengembalian 

dan termasuk larangan penolakan di perbatasan terhadap pengungsi yang masuk ke 

wilayah suatu negara dan prinsip ini meraih status ius cogens yang artinya prinsip 

ini harus dihormati oleh seluruh negara baik yang meratifikasi Konvensi 1951 yang 

mengatur pengungsi, maupun tidak meratifikasi. Namun pada tahun 2015, para 

pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke wilayah perairan Aceh mengalami 

penolakan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap prinsip Non-Refoulement, tetapi pada tahun yang sama Indonesia 

memutuskan untuk menerima para pengungsi tersebut dan tetap menerimanya 

hingga sekarang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa studi pustaka dengan Teori Konstruktivisme dan konsep 

Hak Asasi Manusia untuk melihat alasan mengapa Indonesia yang bukan negara 

peserta Konvensi 1951 dan hanya sebagai negara transit, menerapkan prinsip Non-

Refoulement terhadap pengungsi Rohingya. Data yang terdapat dalam penelitian ini 

diperoleh dari situs resmi Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, UNHCR, dan UNHCR Indonesia.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Indonesia menerapkan prinsip 

Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya meskipun sebelumnya pernah 

melanggar prinsip tersebut ialah adanya norma yang membentuk identitas 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, identitas 

tersebut juga membentuk kepentingan nasional Indonesia untuk terlihat baik di 

mata masyarakat internasional sehingga hal tersebut yang membentuk kebijakan 

Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya bahkan hingga saat ini. 

Kata kunci: Non-Refoulement, Indonesia, Rohingya 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLES IN 

INDONESIA AS A TRANSIT COUNTRY FOR ROHINGYA REFUGEES 

 

By 

 

Aqila Baity Jannaty 

 

The Non-Refoulement Principle is a principle that prohibits the returns for the 

refugees, including the prohibiton for rejecting refugees when they entered the 

border of the territory of a country. This principle also achieved the ius cogens 

status, which means that all countries must respect this principle, whether they are 

a party of 1951 Refugee Convention or not. In 2015, the Rohingya refugees entered 

Indonesia’s territorial water (Aceh), and got rejected by the Indonesian Government. 

This is a violation of the Non-Refoulement principle, but at the same year they also 

decided to accept the rohingya refugees even until now. This research is a 

qualitative research that uses data collection techniques in the form of literature 

study with Constructivism Theory and the concept of Human Rights to see the 

reasons why Indonesia, which is not a party to the 1951 Convention and only a 

transit country, applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees. The 

data contained in this study were obtained from the official websites of the 

Government of Indonesia, namely the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 

of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, 

UNHCR, and UNHCR Indonesia. The results shows that the reason Indonesia 

applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees even though they have 

previously violated this principle is that there are norms that shape Indonesia's 

identity as a country that upholds human rights, this identity also shapes Indonesia's 

national interests to have a good image in the eyes of the international community 

so that this has shaped Indonesia's policy of accepting Rohingya refugees even 

today 

Keywords: Non-Refoulement, Rohingya, Indonesia 
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I. PENDAHULUAN  
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, pengungsi bukanlah sebuah permasalahan yang asing 

lagi. Masalah pengungsi bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh negara 

asal pengungsi, namun juga bagi negara-negara yang menjadi tujuan pencarian 

suaka oleh pengungsi, atau bahkan negara transit yang menampung pengungsi-

pengungsi tersebut untuk sementara waktu hingga para pengungsi tersebut 

dapat diberangkatkan ke negara tujuannya. Bagi negara yang menjadi tujuan 

atau tempat singgah sementara para pencari suaka, kedatangan para pengungsi 

dapat menyebabkan masalah seperti keamanan, ekonomi dan bahkan politik.  

Pengungsi terbagi menjadi dua kelompok yaitu pengungsi bencana alam 

(Natural Disaster) dan pengungsi karena bencana yang dibuat manusia (Man 

Made Disaster). Sedangkan jenis pengungsi yang diatur oleh Hukum 

Internasional yaitu sebagai Hukum Pengungsi adalah jenis pengungsi bencana 

yang dibuat oleh manusia atau Man Made Disaster (Primadasa, Kurnia, & 

Erawaty, 2021). Menurut United Nations High Commisioner for Refugees 

(UNHCR), Pengungsi merupakan orang yang meninggalkan negara asalnyanya 

secara terpaksa karena tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara 

asalnya, dan memutuskan hubungan dengan negara asalnya disebabkan rasa 

ketakutan yang berdasar serta mengalami penindasan yang mana kedua hal 

tersebut merupakan alas an yang berdasar sehingga karena dihadapkan dengan 

situasi yang berat seperti itu pengungsi membutuhkan bantuan kemanusiaan 

(UNHCR Indonesia, Pengungsi, n.d.) 

Permasalahan pengungsi yang juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat 

internasional ini disebabkan oleh keadaan para pengungsi yang rentan karena 

tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, sehingga dibutuhkan 

upaya untuk menjamin hak-hak dasar para pengungsi, karena pengungsi yang 
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dalam status perlindungan internasional, wajib mendapat proteksi atas hak-hak 

dasarnya sebagai manusia (Wagiman, 2012, pp. 51-52).  

Mengenai persoalan pengungsi yang juga menjadi tanggung jawab bagi 

masyarakat internasional ini, terdapat instrument untuk mengatasinya yang 

diatur lebih lanjut dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951 merupakan titik awal 

dari adanya perangkat konvensi pengungsi, selain adanya Konvensi 1951 yang 

menjadi titik awal yang membahas tentang pengungsi, ada perangkat lainnya 

yaitu Protokol 1967 yang menjadi turunan dari Konvensi 1951 dan juga 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Konvensi 1951 pun 

ditetapkan sebagai International Human Rights Instruments (Krustiyati, 2012). 

Menurut kajian historis tentang pengungsi yang dikutip dari situs resmi 

organisasi internasional untuk migrasi atau International Organization for 

Migration (IOM), salah satu substansi dari Konvensi 1951 yang mengatur 

tentang pengungsi ialah terdapat daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat 

dibutuhkan oleh Pengungsi, dan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 wajib 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang tertera dalam Konvensi 1951 

(Wagiman, 2012, p. 25).  

Salah satu perlindungan yang paling mendasar untuk pengungsi adalah, 

pengungsi mendapatkan perlindungan dari tindakan pemulangan kembali 

secara paksa atau sewenang-wenang ke negara asal dari pengungsi dimana 

keselamatan dan kebebasannya terancam bahaya ataupun mengalami 

penganiayaan, seperti yang tercantum pada Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951 

(UNHCR, Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, 2007). Hal ini 

disebut sebagai Prinsip Non Refoulement, dan dijadikan sebagai landasan 

perlindungan internasional terhadap pengungsi dan dalam Cartagena 

Declaration on Refugees atau Deklarasi Pengungsi Cartagena tahun 1984 

menegaskan kembali pentingnya prinsip Non-Refoulement (termasuk larangan 

penolakan di perbatasan) dan dianggap sebagai prinsip yang sangat penting 

untuk diakui dan dipatuhi sebagai salah satu aturan ius cogens dalam hukum 

internasional (UNHCR, Cartagena Declaration on Refugees, 1984). Mengenai 

prinsip Non-Refoulement ini dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 

yaitu: 



3 

 

 

“No Contracting State shall expel or return (refouler) a 

refugee in any manner whatsoever to the frontiers of 

territories where his life or freedom would be threatened on 

account of his race, religion, nationality, member-ship of a 

particular social group or political opinion.” 

“Tidak ada negara yang meratifikasi perjanjian dapat 

mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan 

cara apapun ke perbatasan wilayah di mana kehidupan atau 

kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, 

keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat 

politiknya” 

 

Prinsip non-refoulement merupakan kerangka perlindungan untuk pengungsi 

yang melarang negara pihak penerima untuk mengembalikan pengungsi ke 

negara asalnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi 

manusia yaitu perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat 

dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan 

merendahkan martabat, serta tidak manusiawi (Lauterpacht & Bethlehem, 

2003). Karena prinsip ini meraih status ius cogens, maka baik negara yang 

meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati prinsip ini. Ius 

Cogens sendiri diartikan sebagai salah satu norma dalam hukum internasional 

yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional dan seluruh negara yang 

ada, dan tidak boleh dikurangi dan tidak dapat diubah kecuali oleh norma 

hukum internasional lainnya yang memiliki karakter yang sama (International 

Law Commission, 2019). Prinsip non-refoulement, juga mencakup tindakan 

tidak mengusir (non-expulsion), tidak membedakan (non-discrimination), dan 

juga tidak melakukan tindak pidana bagi pengungsi yang berada di negara 

tersebut (Sultoni, Widagdo, & Suryokumoro, 2014).  

Namun prinsip non-refoulement ini juga tidak bersifat mutlak atau absolut. 

Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, prinsip non-refoulement tidak 

berlaku penerapannya apabila keberadaan pengungsi dapat mengancam 

keamanan nasional atau menganggu ketertiban umum di negara tempat ia 

mencari perlindungan (Utami M. T., 2020). Prinsip ini juga tidak mewajibkan 

negara untuk tidak melakukan pemulangan atau pengusiran selama pengungsi 

belum berada di wilayahnya, serta apabila negara melakukan pencegahan agar 
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untuk pengungsi masuk ke wilayah mereka maka tidak akan dianggap 

menyalahi prinsip non-refoulement. Sebaliknya apabila pengungsi telah berada 

di wilayah negara tersebut, maka negara berkewajiban untuk tidak melakukan 

pemulangan atau pengusiran (Malahayati, Sari, & Yulia, 2017).  

 

Gambar 1. Negara di Dunia yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 

1951 & Protokol 1967 

Sumber: UNHCR 

Konvensi 1951 yang mengatur tentang pengungsi ini belum diratifikasi oleh 

seluruh negara yang ada. Konvensi yang mengatur tentang status pengungsi dan 

hak-hak untuk pencari suaka serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh 

negara yang menjadi tujuan akhir bagi pencari suaka tersebut hanya diratifikasi 

oleh 144 negara saja dari total 195 negara yang diakui oleh Persatuan Bangsa 

Bangsa (PBB). Indonesia sendiri termasuk dalam 26%  negara yang tidak 

meratifikasi Konvensi 1951 sehingga sebenarnya Indonesia tidak berkewajiban 

untuk menerima para pengungsi untuk tinggal di wilayah negaranya (Moy & 

Kusuma, 2016, p. 71). Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 karena mempertimbangkan beberapa pasal seperti Pasal 17 

yang didalamnya mengatur tentang Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan 

Pasal 21 tentang Hak untuk mempunyai rumah. Tuntutan dalam pasal tersebut 

dirasa terlalu berat bagi pemerintah Indonesia karena mengingat Indonesia 

merupakan negara berkembang dengan angka pengangguran yang cukup tinggi 

serta pendapatan perkapita yang belum cukup layak sehingga dalam perihal 
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pemberian lapangan kerja lebih baik memprioritaskan penduduk Indonesia 

sendiri terlebih dahulu (Sultoni, Widagdo, & Suryokumoro, 2014, p. 8).  

 

Gambar 2. Persentase Negara yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 

1951 

Sumber: UNHCR 

Indonesia secara geografis merupakan negara yang diapit oleh dua benua dan 

dua samudera yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia 

dan Samudera Pasifik, dimana dengan posisi tersebut Indonesia menjadi negara 

transit bagi para pengungsi-pengungsi terutama pengungsi dari benua Asia yang 

Sebagian besar memiliki negara tujuan Australia. Kemudian, karena Indonesia 

belum meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak bisa 

menerima pengungsi secara permanen karena belum bisa memenuhi hak-hak 

yang wajib diberikan sebagaimana tercantum di Statuta tersebut, maka dalam 

melindungi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi serta 

mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan pengungsi ke tempat 

menetap mereka yang baru Indonesia dibantu oleh UNHCR (Moy & Kusuma, 

2016). Selain itu Indonesia menjadi negara transit atau persinggahan sementara 

bagi pengungsi internasional juga disebabkan oleh kultur masyarakatnya yang 

ramah dan toleransi terhadap pengungsi yang datang, sehingga dengan 

mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Indonesia menjadi rujukan utama 

bagi pengungsi internasional yang hendak berlindung sementara sebelum 

ditempatkan di negara tujuannya juga mengingat faktor letak geografisnya 

Indonesia (Sakharina, 2020). 

74%

26%

NEGARA YANG MERATIFIKASI 
KONVENSI 1951

Meratifikasi Tidak Meratifikasi
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Pengungsi rohingya yang berasal dari Myanmar merupakan salah satu 

pengungsi yang terbanyak nomor tiga di Indonesia setelah pengungsi dari 

Afghanistan dan Somalia. (UNHCR Indonesia, UNHCR di Indonesia, n.d.). 

Namun sempat terjadi penolakan terhadap para pencari suaka Rohingya yang 

datang ke Indonesia pada tahun 2015, di Pantai Langsa bagian timur Provinsi 

Aceh (VOA Indonesia, 2015). Hal ini dapat dilihat dari sikap Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yang melarang keras masyarakat setempat untuk menerima dan 

membawa para pengungsi tersebut ke daratan. Penolakan dan pengusiran yang 

dilakukan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di sekitar Laut Aceh 

bahkan mengembalikannya ke laut telah melanggar prinsip non-refoulement 

yang diatur dalam Konvensi 1951. Karena penolakan tersebut Indonesia 

mendapatkan kecaman dari luar dan dalam negeri, sehingga beberapa hari 

kemudian Indonesia menghadiri rapat yang dihadiri oleh para menteri luar 

negeri dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand karena selain 

Indonesia, kedua negara tersebut juga memberikan sikap menolak para 

pengungsi Rohingya. Kemudian dengan adanya rapat konsultasi tersebut, 

Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia untuk menerima para pengungsi 

Rohingya (Moy & Kusuma, 2016, pp. 70-71). Hal ini dianggap sebagai sebuah 

inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip Non-Refoulement yang 

menjadi ius cogens. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, konflik 

antar etnis yang terjadi di Myanmar dan menyebabkan etnis Rohingya 

mengungsi dari negaranya sendiri yaitu Myanmar ke negara lain termasuk 

Indonesia. Namun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak memiliki 

kewajiban untuk menerima pengungsi di wilayahnya dan bukan menjadi negara 

tujuan utama dari para pencari suaka yang datang. Indonesia merupakan negara 

berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan di dalam negaranya 

sehingga dengan menerima pengungsi terlalu banyak juga dapat menimbulkan 
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resiko keamanan bagi negara Indonesia sendiri. Tetapi di dalam Konvensi 1951 

terdapat Prinsip Non Refoulement yang dijadikan sebagai konsep fundamental 

dari perlindungan internasional untuk pengungsi dan bahkan dianggap sebagai 

ius cogens dalam hukum internasional sehingga baik negara yang meratifikasi 

Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati prinsip ini. Namun pada 

faktanya Indonesia pernah menolak san mengembalikan pengungsi Rohingya 

ke laut saat para pengungsi tersebut sudah berada di wilayah Indonesia 

meskipun pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk bersedia menerima 

pengungsi Rohingya pada tahun yang sama.  Dalam penelitian ini, penulis 

berusaha untuk melihat mengapa Indonesia yang merupakan negara transit bagi 

para pencari suaka dan belum meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan 

keharusan  norma dalam hukum internasional tersebut, dengan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

Apa alasan Indonesia yang merupakan negara transit dan belum 

meratifikasi Konvensi 1951 yang sebelumnya mengusir pengungsi 

Rohingya menjadi menerima dan menerapkan Prinsip Non-Refoulement 

terhadap pengungsi Rohingya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pengungsi asal Rohingya di Indonesia, dan kebijakan 

Indonesia dalam menolak dan menerima pengungsi Rohingya  

2. Menjelaskan mengapa Indonesia menerapkan Prinsip Non-Refoulement 

terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia meskipun Indonesia sebagai 

negara transit yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari proposal penelitian ini adalah: 

1. Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya pada kajian 
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keamanan non-tradisional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai relevansi antara kajian 

hubungan internasional dan hubungan internasional terutama dalam isu 

migrasi atau pengungsi, terutama dalam penanganan kasus pengungsi 

Rohingya di Indonesia. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

berbagai pihak dan dapat memberikan pandangan baru mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan suatu negara terhadap hukum 

internasional akan suatu isu atau konflik yang terjadi, serta dapat 

melengkapi penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan.  



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah penelitian, adanya penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu 

sumber yang sangat penting. Ada banyak penelitian dari rumpun ilmu 

pengetahuan yang membahas suatu isu yang sama, dan dalam hal ini adalah 

prinsip non-refoulement yang dapat membantu penulis untuk mempertajam 

analisis pada isu mengenai topik penelitian ini. Adapun beberapa penelitian 

yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Jurnal yang ditulis oleh Mumpuni Tri Utami pada tahun 2020 merupakan 

penelitian yang menggunakan metode hukum normatif yang meneliti tentang 

asas-asas hukum yang berfokus pada bagaimanakah negara yang tidak 

meratifikasi konvensi 1951 ataupun protokol 1967 harus menerima dan 

melindungi pengungsi Rohingya karena adanya asas Non-Refoulement yang 

merupakan ius cogen atau norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan kasus 

pengungsi Rohingya seperti Teori Hukum Alam, Teori Kehendak negara, Teori 

Objektivitas, serta Teori Fakta-fakta Dalam Masyarakat. Penelitian ini 

memaparkan hasil bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan dengan cara 

apapun ke negara asalnya dikarenakan adanya prinsip Non-Refoulement yang 

telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua negara 

baik yang belum meratifikasi konvensi 1951 maupun pesertanya (Utami M. , 

2020).  

Jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Titik Juniati Ismaniar dan Gede Marhaendra 

Wija Atmadja pada tahun 2013, merupakan penelitian yang menggunakan 

metode hukum normatif karena meneliti tentang asas-asas hukum, dan berfokus 

untuk mengetahui tentang prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan 

pengungsi, serta mengetahui apakah prinsip non-refoulement juga berlaku di 

negara yang bukan merupakan peserta dari Konvensi Tahun 1951 yang 

mengatur tentang prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep 
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perjanjian internasional, dan penelitian ini memaparkan hasil bahwa dalam 

penerapan prinsip non-refoulement sebagai bentuk perlindungan pengungsi, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi 

Tahun 1951, negara dilarang untuk mengusir dan mengembalikan seseorang ke 

negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam serta 

prinsip ini harus diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari 

perlindungan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta 

penandatangan Konvensi Tahun 1951 (Ismaniar & Atmadja, 2013). 

Kemudian terdapat jurnal yang ditulis oleh Reza Fachrurrahman pada tahun 

2016 merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normative 

karena meneliti tentang asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan konsep 

Hak Asasi Manusia, Teori Ratifikasi, serta konsep Prinsip Non-Refoulement 

sebagai Ius Cogens. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian bahwa apabila 

negara asal tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya 

ataupun kedatangannya sebagi pengungsi ditolak oleh negara lain, maka akan 

diambil alih oleh masyarakat Internasional, dan untuk pengecualian dalam 

penerapannya, prinsip Non-Refoulement dapat berlaku apabila terdapat alasan 

keamanan yang terdapat bukti hubungan langsung antara keberadaan suatu 

pengungsi dengan keamanan nasional Indonesia yang terancam sehingga jika 

ditemukan bukti maka pengungsi akan langsung dideportasi dari negara 

Indonesia (Fachrurrahman, 2016). 

Selanjutnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Claire Q. Smith dan Susannah G. 

Williams pada tahun 2021 merupakan jurnal penelitian yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi 

tiga faktor yang membentuk pendekatan Indonesia yaitu berupa kebijakan 

“Quiet Diplomacy” daripada kebijakan Responsibility to Protect (R2P) dalam 

kasus krisis kemanusiaan Rohingya. Penelitian ini menggunakan konsep R2P 

dan Quiet Diplomacy, dan memaparkan hasil penelitian berupa bagaimana 

Indonesia menyatakan bahwa diperlukan pendekatan diplomatik yang lebih 

konstruktif dan berpusat pada pemberian bantuan dibandingkan R2P, sehingga 

Meskipun pemerintah telah berkomitmen dengan R2P namun hal tersebut tidak 

membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar karena dari 
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sudut pandang Indonesia, menangani masalah kewarganegaraan secara 

langsung dengan Myanmar berisiko menimbulkan konflik lebih lanjut dan 

mendorong Myanmar ke posisi yang lebih sulit sehingga pemerintah Indonesia 

mempertahankan pendekatan  diplomasi yang lebih tenang dan menghindari 

R2P (Smith & Williams, 2021). 

Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Aulia Rosa Nasution pada 

tahun 2018, jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum 

normative, dan penelitian ini berfokus kepada mengkaji aspek aspek hukum 

internasional dan hak asasi manusia pada kejahatan genosida yang terjadi pada 

konflik etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan Konsep Genosida, Hak 

Asasi Manusia, dan Aspek Hukum Internasional. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa genosida yang dilakukan terhadap etnis Rohingya 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusian karena telah 

diatur dalam hukum internasional melalui Statuta Nuremberg, Statuta 

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Statuta International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dan Statuta Roma, serta 

di Indonesia sendiri telah diatur dalam hukum nasional, tepatnya dalam Hukum 

Pengadilan HAM Indonesia. Dengan telah diaturnya genosida sebagai 

kejahatan internasional yang serius, maka upaya peradilan terhadap kejahatan 

genosida dapat dilakukan melalui system peradilan internasional dan system 

peradilan nasional (Nasution, 2018). 

Kemudian terdapat jurnal yang ditulis oleh Gonda Yumitro pada tahun 2017 

merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

pengumpulan datanya dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan 

konsep Responsibility to Protect (R2P). Hasil dari penelitian ini memaparkan 

bagaimana dunia Internasional merespon tragedy kemanusiaan Rohingya, 

bahwa apa yang dilakukan dunia internasional hanyalah berupa respon dari isu 

dan bukan merupakan kebijakan strategis untuk menyelesaikan persoalan dari 

akarnya, sehingga dengan melihat respon dunia internasional yang belum serius 

pemerintah Myanmar pun juga menganggapnya hanya sebagai angin lalu 

sehingga meskipun berbagai negara, maupun organisasi regional dan 

internasional telah melalukan berbagai upaya yang terangkum dalam semangat 
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R2P, namun belum ada Langkah konkrit untuk menyelesaikan isu tersebut baik 

pada level bilateral, regional, maupun internasional, yang mana upaya 

dilakukan masih lebih bersifat normative, bahkan untuk kepentingan politik 

negara tertentu (Yumitro, Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi 

Kemanusiaan Rohingya, 2017). 

Terakhir, merupakan jurnal yang ditulis oleh Glen Matthew pada tahun 2020. 

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus untuk 

melihat kepentingan nasional Indonesia dan pendekatan yang dilakukan 

Indonesia dalam berdiplomasi sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim 

terbesar di dunia sekaligus sebagai sesama negara Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN), dalam proses penyelesaian konflik etnis Rohingya. 

Penelitian ini menggunakan teori realisme. Penelitian ini memaparkan hasil 

bahwa dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia dalam 

penyelesaian konflik Rohingya melakukan upaya diplomasi  dengan cara-cara 

yang persuasif seperti pemberian bantuan langsung, pengajuan proposal 

kemanusiaan. Dengan menganut prinsip diplomasi Indonesia yaitu kebijakan 

luar negri bebas-aktif, dengan model politik bebas aktif ini menjadmin 

keberadaan Indonesia untuk tetap membantu para pengungsi Rohingya tanpa 

harus bersikap ofensif terhadap pemerintah Myanmar dan tetap aktif untuk 

menyebarkan perdamaian (Matthew, 2020). 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Penulis dan Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Teori dan 

Metodologi 
Hasil 

 

Mumpuni Tri Utami, 

2020. 

 

Mengetahui apakah 

prinsip non-

refoulement juga 

berlaku di negara 

yang bukan 

merupakan peserta 

dari Konvensi Tahun 

1951 yang mengatur 

tentang prinsip 

tersebut. 

 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

Teori Hukum Alam, 

Teori Kehendak 

negara, Teori 

Objektivitas, serta 

Teori Fakta-fakta 

Dalam Masyarakat 

dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Hukum Normatif 

 

 

Pengungsi tidak boleh 

dikembalikan dengan 

cara apapun ke negara 

asalnya dikarenakan 

adanya prinsip Non-

Refoulement yang 

telah menjadi hukum 

kebiasaan 

internasional yang 

berlaku bagi semua 

negara baik yang 

belum meratifikasi 

konvensi 1951 

maupun pesertanya. 
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Penulis dan Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Teori dan 

Metodologi 
Hasil 

 

Titik Juniati Ismaniar 

dan Gede Marhaendra 

Wija Atmadja, 2013. 

 

Mengetahui sumber 

dari terciptanya 

prinsip Non-

Refoulement serta 

mengetahui apakah 

penerapannya berlaku 

di negara yang tidak 

meratifikasi Konvensi 

1951. 

 

 

 

 

 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

konsep Prinsip Non 

Refoulement dan 

Perjanjian 

Internasional dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Hukum Normatif 

 

Dalam penerapan 

prinsip non-

refoulement sebagai 

bentuk perlindungan 

pengungsi, 

sebagaimana 

tercantum dalam 

Pasal 33 Konvensi 

mengenai Status 

Pengungsi Tahun 

1951, negara dilarang 

untuk mengusir dan 

mengembalikan 

seseorang ke negara 

asalnya dimana 

kehidupan dan 

kebebasannya akan 

terancam serta prinsip 

ini harus diterapkan di 

suatu negara dimana 

pengungsi mencari 

perlindungan, 

walaupun negara 

tersebut bukan 

merupakan negara 

peserta 

penandatangan 

Konvensi Tahun 1951 

 

 

Reza Fachrurrahman, 

2016. 

 

Mengetahui 

penerapan prinsip 

Non-Refoulement 

terhadap pengungsi 

bagi negara yang 

bukan peserta dari 

Konvensi Genewa 

1951, mengetahui 

pengecualian dalam 

penerapan prinsip 

Non-Refoulement. 

 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

Konsep Hak Asasi 

Manusia, Teori 

Ratifikasi, dan 

Konsep Prinsip Non-

Refoulement sebagai 

Ius Cogens  dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Hukum Normatif 

 

 

 

Jika negara asal tidak 

mampu lagi 

melindungi hak-hak 

dasar warga 

negaranya ataupun 

kedatangannya sebagi 

pengungsi ditolak 

oleh negara lain, 

maka akan diambil 

alih oleh masyarakat 

Internasional, dan 

untuk pengecualian 

dalam penerapannya, 

prinsip Non-

Refoulement dapat 

berlaku apabila 

terdapat alasan 

keamanan yang 

terdapat bukti 

hubungan langsung 

antara keberadaan 

suatu pengungsi 

dengan keamanan 

nasional Indonesia 
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Penulis dan Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Teori dan 

Metodologi 
Hasil 

yang terancam 

sehingga jika 

ditemukan bukti maka 

pengungsi akan 

langsung dideportasi 

dari negara Indonesia 

Claire Q. Smith dan 

Susannah G. 

Williams, 2021. 

Mengidentifikasi tiga 

faktor yang 

membentuk 

pendekatan Indonesia 

yaitu berupa 

kebijakan “Quiet 

Diplomacy” dalam 

kasus krisis 

kemanusiaan 

Rohingya yaitu 

Islamic 

Humanitarian. 

 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

Konsep R2P 

(Responsibility to 

Protect), dan 

Konsep Quiet 

Diplomacy dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Kualitatif 

Indonesia menyatakan 

bahwa diperlukan 

pendekatan 

diplomatik yang lebih 

konstruktif dan 

berpusat pada 

pemberian bantuan 

dibandingkan R2P, 

sehingga Meskipun 

pemerintah telah 

berkomitmen dengan 

R2P namun hal 

tersebut tidak 

membentuk kebijakan 

luar negeri Indonesia 

terhadap Myanmar 

karena dari sudut 

pandang Indonesia, 

menangani masalah 

kewarganegaraan 

secara langsung 

dengan Myanmar 

berisiko 

menimbulkan konflik 

lebih lanjut dan 

mendorong Myanmar 

ke posisi yang lebih 

sulit sehingga 

pemerintah Indonesia 

mempertahankan 

pendekatan  

diplomasi yang lebih 

tenang dan 

menghindari R2P 

 

 

 

 

 

Aulia Rosa Nasution, 

2018. 

Mengkaji aspek 

hukum internasional 

dan hak asasi 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

Konsep Genosida, 

Genosida yang 

dilakukan terhadap 

etnis Rohingya 
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Penulis dan Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Teori dan 

Metodologi 
Hasil 

manusia pada 

kejahatan genosida 

yang terjadi pada 

konflik etnis 

Rohingya. 

Hak Asasi Manusia, 

dan Aspek Hukum 

Internasional dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Hukum Normatif 

merupakan 

pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip 

kemanusian karena 

telah diatur dalam 

hukum internasional 

melalui Statuta 

Nuremberg, Statuta 

ICTR, Statuta ICTY, 

dan Statuta Roma, 

serta di Indonesia 

sendiri telah diatur 

dalam hukum 

nasional, tepatnya 

dalam Hukum 

Pengadilan HAM 

Indonesia. Dengan 

telah diaturnya 

genosida sebagai 

kejahatan 

internasional yang 

serius, maka upaya 

peradilan terhadap 

kejahatan genosida 

dapat dilakukan 

melalui system 

peradilan 

internasional dan 

system peradilan 

nasional 

Gonda Yumitro, 

2017. 

Menganalisis 

bagaimana dunia 

Internasional 

merespon tragedy 

kemanusiaan 

Rohingya 

Teori konsep yang 

digunakan adalah 

Konsep R2P 

(Responsibility to 

Protect) dengan 

menggunakan 

Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif 

Dalam merespon 

tragedy kemanusiaan 

Rohingya, dunia 

internasional apa 

yang dilakukan dunia 

internasional 

hanyalah berupa 

respon dari isu dan 

bukan merupakan 

kebijakan strategis 

untuk menyelesaikan 

persoalan dari 

akarnya, sehingga 

dengan melihat 

respon dunia 

internasional yang 

belum serius 

pemerintah Myanmar 

pun juga 

menganggapnya 

hanya sebagai angin 

lalu sehingga 

meskipun berbagai 

negara, maupun 
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Penulis dan Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Teori dan 

Metodologi 
Hasil 

organisasi regional 

dan internasional 

telah melalukan 

berbagai upaya yang 

terangkum dalam 

semangat 

Responsibility to 

Protect, namun belum 

ada Langkah konkrit 

untuk menyelesaikan 

isu tersebut baik pada 

level bilateral, 

regional, maupun 

internasional, yang 

mana upaya 

dilakukan masih lebih 

bersifat normative, 

bahkan untuk 

kepentingan politik 

negara tertentu. 

 

Glen Matthew, 2020. 

 

Melihat kepentingan 

nasional Indonesia 

dan pendekatan yang 

dilakukan Indonesia 

dalam proses 

penyelesaian konflik 

Etnis Rohingnya 

 

 

 

Teori yang 

digunakan adalah 

teori Realisme 

dengan mengunakan 

Metode Penelitian 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

Dalam mencapai 

kepentingan 

nasionalnya, 

Indonesia dalam 

penyelesaian konflik 

Rohingya melakukan 

upaya diplomasi 

dengan cara-cara 

yang persuasif seperti 

pemberian bantuan 

langsung, pengajuan 

proposal 

kemanusiaan. Dengan 

menganut prinsip 

diplomasi Indonesia 

yaitu kebijakan luar 

negri bebas-aktif, 

dengan model politik 

bebas aktif ini 

menjadmin 

keberadaan Indonesia 

untuk tetap membantu 

para pengungsi 

Rohingya tanpa harus 

bersikap ofensif 

terhadap 

pemerintah Myanmar 

dan tetap aktif untuk 

menyebarkan 

perdamaian. 
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Berdasarkan tujuh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat 

beberapa kesamaan yang terlihat yaitu actor dan isu yang digunakan, yakni 

Indonesia dan pengungsi. Kemudian beberapa penelitian menggunakan 

beberapa konsep yang sama seperti konsep Prinsip Non-Refoulement dan 

konsep Hak Asasi Manusia. Namun penelitian ini ditulis untuk memperbaharui 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian dalam rumpun ilmu 

Hubungan Internasional yang berfokus kepada penerapan prinsip Non 

Refoulement di Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi 

Konvensi 1951 terhadap pengungsi Rohingya. 

 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Konstruktivisme 

Penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme sebagai teori untuk 

mendukung penulis dalam menjelaskan alasan Indonesia dalam menerapkan 

penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya di 

Indonesia. Konstruktivisme sendiri lahir pada akhir tahun 80-an, dimana 

konstruktivisme memiliki orientasi pada “ilmu pengetahuan” sebagai 

penyelesaian masalah bagi persoalan-persoalan kemanusiaan, serta meyakini 

signifikansi struktur ide dalam system internasional. Dengan kata lain, apa 

yang dilakukan manusia terhadap segala fenomena yang ada di dunia ini 

adalah mengonstruksinya (Bilad, 2011).  

Konstruktivisme berfokus pada kesadaran manusia dalam hubungannya di 

dunia, dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam hubungan internasional 

adalah aspek sosial dan bukanlah materi, tidak seperti teori hubungan 

internasional lainnya yang berfokus pada bagaimana distribusi kekuatan 

material, seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinisikan 

keseimbangan kekuatan antar negara untuk menjelaskan perilaku suatu negara 

(Jackson & Sørensen, 2013, p. 209). Immanuel Kant adalah salah satu tokoh 

konstruktivisme, dimana ia berpendapat bahwa “the social world is not a 

given” yang artinya dunia sosial itu bukanlah diberikan dan terjadi begitu saja 

dan ada secara sendirinya tanpa adanya pemikiran dan gagasan dari orang-

orang yang terlibat di dalamnya karena dunia sosial dan dunia politik bukan 
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merupakan bagian dari alam melainkan dikonstruksi melalui ide-ide dan 

gagasan dari manusia, dengan kata lain konstruktivisme berfokus dalam ide 

dan keyakinan yang menggambarkan bagaimana aktor dalam hubungan 

internasional (Jackson & Sørensen, 2013, pp. 211-217). Konstruktivisme 

memiliki isu sentral berupa identitas dan kepentingan, dimana Konstruktivis 

berpendapat bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dikonstruksi 

secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain, karena identitas adalah 

representasi dari suatu pemahaman aktor tentang mereka yang dapat 

menandakan minat dan kepentingan mereka. Identitas negara kecil 

menyiratkan suatu kepentingan yang berbeda dengan negara besar, dimana 

tindakan suatu negara adalah selaras dengan identitasnya (Theys, 2018). 

Konstruktivisme beranggapan bahwa struktur internasional merupakan 

bagian dari dunia sosial, dan merupakan hasil konstruksi manusia dan 

bukanlah suatu hal yang merupakan pemberian atau ada begitu saja (Wendt, 

1992).  

Teori Konstruktivisme sendiri di dalamnya terdapat tiga jenis, yaitu 

konstruktivisme sistemik, level unit, dan holistik. Konstruktivisme sistemik 

merupakan jenis konstruktivisme yaitu dimana instrument utamanya adalah 

interaksi antar negara, dimana interaksi antar negara tersebut menghasilkan 

sesuatu yang dinamakan anarki dalam politik internasional. Kedua, yaitu 

konstruktivisme level unit dimana konstruktivisme ini mengidentifikasi 

bahwa terdapat hubungan antara norma-normal sosial dan legal di tingkat 

domestik bagi identitas yang berpengaruh terhadap kepentingan negara. 

Terakhir, adalah kosntruktivisme holistik yang menjadi penengah antara 

kedua varian konstruktivisme sebelumnya yang bertolak belakang yaitu 

dengan melihat faktor domestik dan internasional adalah dua aspek yang 

berbeda dari tatanan sosial dan politik yang tunggal (Soraya, 2010). 

Jenis konstruktivisme yang akan digunakan oleh penulis adalah 

konstruktivisme level unit, dimana jenis konstruktivisme yang dikemukakan 

oleh Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, dan Peter Katzenstein ini lebih 

menekankan kepada faktor internal seperti struktur lingkungan yang 

mempengaruhi identitas negara yang juga mempengaruhi kepentingan dan 
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pembentukan kebijakan oleh negara, dengan bercermin kepada perbedaan 

antar negara yang dipengaruhi oleh institusionalisasi norma sosial dan legal 

yang ada di tiap negara berbeda (Jackson & Sørensen, 2013). Hal ini 

dikemukakan dalam buku dimana Katzenstein sebagai editor yang berjudul 

The Culture of National Security (1996). Dalam buku ini juga dikemukakan 

skema yang menggambarkan konstruktivisme level unit tersebut. 

 

Gambar 3. Skema Pembentukan Identitas 

Sumber: The Culture of National Security (Peter J. Katzenstein, 1996) 

Menurut skema diatas, Jepperson, Wendt dan Katzenstein berpendapat bahwa 

struktur lingkungan dalam teori ini adalah unsur-unsur budaya atau 

kelembagaan dalam lingkungan negara yang paling sering digunakan norma. 

Norma yang dimaksud adalah norma pada umumnya yang standar secara 

sosiologis. Norma tersebut berjalan seperti aturan yang mendefinisikan 

sebuah identitas dan membentuk identitas itu sendiri. Katzenstein 

berpendapat bahwa norma lah yang membentuk identitas. Norma-norma akan 

membentuk identitas yang kemudian identitas tersebut akan membentuk 

perilaku negara dalam berbagai keadaan. Norma-norma juga dapat 

membentuk identitas negara, yaitu ciri-ciri negara atau identitas Nasional. 

Identitas inilah yang berfungsi sebagai penghubung penting antara struktur 

lingkungan dan kepentingan.  Norma berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembentukan identitas negara, sedangkan identitas negara adalah salah satu 

faktor yang dapat menjelaskan hubungan antar negara sehingga perubahan 

identitas pun dapat memicu perubahan substansial dalam kepentinganan yang 
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mana kepentingan tersebut juga dapat membentuk kebijakan nasional dari 

suatu negara (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996). Dalam 

konstruktivisme sendiri identitas juga adalah faktor yang berpengaruh dalam 

bagaimana aktor mengambil tindakan (Jackson & Sørensen, 2013). Selain itu, 

Katzenstein juga berpedapat bahwa Ketika konfigurasi identitas negara 

mempengaruhi kebijakan negara, maka hal tersebut bersifat rekursif, yaitu 

kebijakan negara akan merekonstruksi struktur lingkungan dari sebuah negara 

tersebut (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996). 

Penulis memilih untuk menggunakan konstruktivisme level unit karena teori 

kontruktivisme level unit dirasa tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian 

ini. Adanya sinkronisasi dari variabel yang dikemukakan dalam teori ini 

dengan fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana norma, identitas 

negara, kepentingan, dan kebijakan negara saling berkaitan dan 

mempengaruhi. Hal ini dapat menjawab bagaimana elemen-elemen tersebut 

mengkonstruksi alasan Indonesia sebagai negara transit yang belum 

meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan prinsip Non-Refoulement terhadap 

pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. 

 

2.2.2 Hak Asasi Manusia 

Penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) karena penerapan 

Prinsip Non-Refoulement berkaitan dengan HAM bagi para pengungsi 

sehingga dengan menggunakan konsep HAM dapat membantu penulis untuk 

menjelaskan dasar-dasar dari penerapan penerapan Prinsip Non-Refoulement 

di Indonesia. HAM secara definisi menurut UU No.39 Tahun 1999 Republik 

Indonesia tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  

Sedangkan menurut John Locke, HAM merupakan hak yang diberikan oleh 

Tuhan dan melekat pada manusia sejak lahir serta bersifat mutlak atau tidak 
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dapat diganggu gugat. Locke juga berpendapat bahwa setiap individu adalah 

sama dalam arti bahwa setiap individu lahir dengan kesamaan hak yang tidak 

dapat dicabut atau diganggu gugat, dan Locke berpendapat bahwa beberapa 

hal yang menjadi fundamental dalam HAM adalah “Life, Liberty, and 

Property”, yaitu “Kehidupan, Kebebasan, dan Hak Milik” (Constitutional 

Rights Foundation, 2001).  HAM merupakan hak-hak yang diperlukan untuk 

menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Isu 

yang berkaitan dengan HAM merupakan sebuah tuntutan kemanusiaan 

dimana HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. PBB menetapkan 

adanya Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) yang 

merupakan pondasi bagi hukum internasional dari HAM, yang mana dalam 

deklarasi tersebut bahkan PBB telah mengakui bahwa di samping negara, 

manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum 

internasional (Yanyan Mochammad Yani, 2010). Deklarasi yang biasa 

disebut sebagai UDHR tersebut pada awalnya lahir karena adanya kejahatan 

kekerasan serta diskriminasi ras yang merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran HAM terhadap suatu individu. Keterkaitan masalah pengungsi 

dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal dalam 

UDHR yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para 

pengungsi yang tercantum di Pasal 14 yaitu: 

“Everyone has the right to seek and to enjoy in other 

countries asylum from persecution. This right may 

not be invoked in the case of prosecutions genuinely 

arising from non-political crimes or from acts 

contrary to the purposes and principles of the United 

Nations.” 

“Setiap orang berhak untuk mencari suaka di negara 

lain untuk menghindari tindakan penyiksaan. Hak ini 

tidak dapat digunakan dalam kasus penuntutan yang 

benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau 

dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan 

prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.” 

Selain itu dalam UDHR sendiri tercantum pokok-pokok HAM yang 

menyangkut hak-hak sipil dan politik, yang kemudian terbentuklah 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang 
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merupakan kovenan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil 

dan politik sebagaimana tercantum dalam UDHR dan disahkan oleh Majelis 

Umum PBB pada 16 Desember 1966. Hak sipil merupakan hak kebebasan 

kebebasan dasar yang diperoleh manusia karena keberadaannya, sedangkan 

hak politik adalah hak dasar yang melekat di setiap negara yang bersifat 

mutlak dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun (ICJR, 2012). 

Hak-hak sipil dan politik terbagi menjadi dua jenis yaitu derogable rights 

yang merupakan hak-hak yang tidak bersifat absolut dan boleh dikurangi 

pemenuhannya dalam keadaan tertentu seperti; hak atas kebebasan berserikat; 

hak atas kebebasan berserikat; hak atas kebebasan berpendapat dan 

berekspresi, sedangkan non derogable rights adalah hak yang bersifat absolut 

dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun seperti; hak 

untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan; hak atas pengakuan 

dan perlakuan yang sama sebagai subjek hukum; hak bebas dari pemidanaan 

yang berlaku surut; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi 

perjanjian; serta hak untuk bebas berkeyakinan dan beragama (Marzuki, 

2013). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Ketika terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar yaitu berupa 

perlakuan buruk yang diterima oleh etnis Rohingya, menyebabkan adanya 

eksodus di wilayah Asia Tenggara, di mana hal tersebut menyebabkan 

permasalahan pengungsi. Ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke 

negara-negara tetangga karena mengalami kekerasan dan perlakuan buruk di 

negaranya sendiri, mulai dari Bangladesh, hingga ke negara-negara Asia 

Tenggara lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang 

disinggahi oleh para pengungsi Rohingya ini ikut merasakan dampaknya. 

Indonesia bukanlah merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 

1951 sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi di 

wilayahnya, sebab itu lah Indonesia bukan menjadi negara tujuan utama dari 

para pencari suaka yang datang atau dapat disebut sebagai negara transit. Hal 
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tersebut karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 

sehingga apabila ada pengungsi yang masuk Indonesia tidak wajib untuk 

memenuhi segala jenis kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal-

pasal yang ada dalam Konvensi Pengungsi 1951. Tetapi di dalam Konvensi 

1951 terdapat Prinsip Non-Refoulement yang dijadikan sebagai konsep 

fundamental atau tonggak dari perlindungan internasional untuk pengungsi dan 

bahkan dianggap sebagai ius cogens dalam hukum internasional sehingga baik 

negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati 

prinsip ini, Indonesia mematuhi prinsip tersebut meskipun pada awalnya 

Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya dengan 

mengembalikannya ke lautan. Padahal sebelumnya, Indonesia tidak pernah 

melanggar prinsip Non-Refoulement tersebut sebelum pada akhirnya 

mematuhinya kembali dengan menerima Pengungsi Rohingya untuk singgah di 

Indonesia. 

Dengan menggunakan Teori Konstruktivisme dan Konsep Hak Asasi Manusia 

dapat membantu penulis dalam menentukan alur penulisan penelitian dan juga 

untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu mengapa Indonesia sebagai negara transit yang belum 

meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 menerapkan Prinsip Non-Refoulement 

terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia.  

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

Diadakannya Konvensi Pengungsi 1951 dan terbentuknya 

Prinsip Non-Refoulment 

Terjadinya masalah pengungsi Rohingya yang berdampak pada 

negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia 

Konstruktivisme Hak Asasi Manusia 

Alasan Indonesia menerapkan Prinsip Non-Refoulement di 

Indonesia 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya adalah penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara 

kuantifikasi, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif dan dalam penelitian ini proses dan makna 

lebih ditonjolkan (Murdiyanto, 2020). Menurut Creswell, pendekatan kualitatif 

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial. Pendekatan ini 

menggambarkan suatu gambaran kompleks, dan meneliti kata-kata, serta 

menekankan kepada eksplorasi makna dalam permasalahan di tengah 

masyarakat atau dalam sebuah fenomena (Creswell, 2009). Selain itu, menurut 

Bogdan dan Taylor, Metodologi kualitatif adalah sebuah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan 

(Moleong, 2018). Dengan kata lain, penelitian berjenis kualitatif merupakan 

penelitian yang dalam prosedurnya menggunakan pendekatan induktif serta 

bersifat deskriptif untuk mengeksplorasi makna serta dalam hasilnya penelitian 

ini menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial dengan 

mengelaborasikannya dengan teori dan konsep untuk mencapai hasil dari 

penelitian berupa penjelasan atas suatu masalah atau kasus. 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena permasalahan 

pengungsi Rohingya yang berdampak kepada negara-negara Asia Tenggara 

lainnya termasuk Indonesia ini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi 

karena adanya interaksi antar masyarakat berupa pelanggaran hak asasi manusia 

terhadap suatu kelompok. Di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan 

menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip Non-Refoulement di Indonesia 

terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini dalam prosedurnya akan 

menyajikan data dalam bentuk kata-kata yang memuat informasi yang berfokus 
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pada bagaimana Indonesia menerapkan Prinsip Non-Refoulement terhadap 

pengungsi Rohingya yang singgah di Indonesia. Data-data tersebut akan 

dianalisis menggunakan teori Konstruktivisme dan konsep Hak Asasi Manusia 

untuk mendapatkan penjelasan mengenai sikap Indonesia dalam menerapkan 

Prinsip Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang singgah di 

Indonesia, serta alasan Indonesia bersikap seperti itu. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah melihat alasan mengapa Indonesia menerapkan 

Prinsip Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang singgah di 

Indonesia sejak tahun 2015, meskipun Indonesia adalah negara yang tidak 

meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini juga berfokus dalam 

melihat kepatuhan Indonesia terhadap prinsip yang menjadi ius cogens serta 

sikap dan alasan Indonesia dalam mematuhi prinsip tersebut. Bentuk kepatuhan 

yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada bagaimana sikap Indonesia 

dalam menerapkan prinsip Non-Refoulement dan hal-hal apa saja yang menjadi 

dasar Indonesia dalam menerapkan prinsip Non-Refoulement. Indonesia sendiri 

bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu 

salah satu konvensi yang mengatur prinsip Non-Refoulement. Meskipun pinsip 

tersebut adalah ius cogens namun ada dasar lain yang memperkuat bagaimana 

sikap Indonesia dalam mematuhi prinsip tersebut serta pengaturan di dalam 

negeri akan prinsip tersebut akan difokuskan dalam penelitian ini. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder. 

Data kualitatif sekunder yang digunakan antara lain adalah berupa jurnal-jurnal 

ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi baik pemerintah maupun 

organisasi antarpemerintah (Intergovernmental Organization). Penulis akan 

mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Untuk data yang memaparkan angka pengungsi yang berada di 

Indonesia, termasuk angka pengungsi Rohingya, serta angka pengungsi yang 
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dibagi berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin peneliti menggunakan data 

yang diterbitkan oleh UNHCR Indonesia. Kemudian untuk data-data seperti 

dasar Indonesia mematuhi atau pemberlakuan prinsip Non-Refoulement, sikap 

Indonesia serta pengaturan dalam dalam negeri akan menggunakan data dari 

website resmi pemerintah Indonesia seperti website resmi Kementrian Luar 

Negeri Republik Indonesia, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia serta penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data untuk diteliti. Penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teknik studi 

pustaka adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti 

berupa jurnal-jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi baik 

pemerintah maupun organisasi antarpemerintah yang berkaitan dengan fokus 

topik penelitian ini. Pengumpulan data melalui jurnal-jurnal ilmiah, laporan 

tahunan, berita serta situs web resmi seperti UNHCR, IOM, Kementrian Hukum 

dan HAM, Lembaga Kesekretariatan Negara, serta Kementrian Luar Negri RI. 

Pengumpulan data sebagian besar melalui situs internet resmi dengan 

memasukan kata kunci berupa Rohingya, Prinsip Non-Refoulement, Indonesia, 

Myanmar, UNHCR, IOM, serta Kemenkumham RI.  Kemudian dengan 

memilah lebih lanjut yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, 

serta melihat relevansi antara data yang ditemukan dengan pembahasan 

penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam metode tersebut 

terdapat tahapan atau cara dalam mengolah data yang telah dikumpulkan 

kemudian diproses menjadi sebuah jawaban untuk pertanyaan dari penelitian 

terkait, yang biasa disebut sebagai analisis data. Penulis menggunakan Teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Brymann. Terdapat enam langkah dalam 

penelitian kualitatif menurut Bryman, yaitu (Bryman, 2012): 
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Gambar 5. Teknik Analisis Data 

Sumber: (Bryman, 2012)  

Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian menentukan arah penelitian 

serta pertanyaan penelitian apa yang ingin dicari jawabannya oleh penulis, serta 

urgensi atau pentingnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, 

pertanyaan penelitiannya adalah mengapa Indonesia yang merupakan negara 

transit dan belum meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan Prinsip Non-

Refoulement terhadap pengungsi Rohingya. Setelah itu, penulis akan memilih 

subjek yang relevan terhadap penelitian, kemudian mengumpulkan data yang 

juga relevan untuk membantu penulis menemukan jawaban dari pertanyaan 

penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber 

dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, laporan tahunan serta 

Pertanyaan penelitian 

Pemilihan subjek yang relevan 

Pengumpulan data yang relevan 

Interpretasi data 

Analisis secara teoritis dan 

konseptual 

Kesimpulan 

Spesifikasi mengenai pertanyaan 

penelitian lebih rinci 

Pengumpulan data lebih lanjut 
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berita dari website resmi pemerintah Indonesia seperti website Kementerian 

Luar Negeri RI, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berita-

berita dari portal berita, serta laporan dari pihak yang terkait dengan isu yang 

diteliti dalam penelitian ini seperti website resmi UNHCR Internasional 

maupun Indonesia, serta IOM. Setelah mengumpulkan data, penulis akan 

menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dan menganalisis data-data 

tersebut secara teoritis dan konseptual yaitu menggunakan teori dan konsep 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis dimana pada penelitian ini 

penulis menggunakan Teori Konstruktivisme dan Konsep Hak Asasi Manusia 

yang dinilai dapat menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Dalam proses 

analisis, penulis dapat menganalisis data-data yang ditemukan dengan teori 

yang digunakan sehingga tidak ada pengulangan dalam mengspesifikasi 

pertanyaan penelitian secara lebih merinci dan mengumpulkan data lebih lanjut, 

serta menginterpretasinya kembali. Setelah menganalisis menggunakan teori 

dan konsep yang telah ditentukan dan data-data yang ditemukan mendapatkan 

kesimpulan dari analisis mengenai alasan penerapan prinsip Non-Refoulement 

di Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya. 

 

 



 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia setiap tahunnya tidak dapat 

ditolak oleh Indonesia. Indonesia sendiri bukanlah merupakan negara yang 

meratifikasi Konvensi 1951 yang menjadi tonggak utama dalam hukum 

internasional untuk pencari suaka, sehingga Indonesia tidak memiliki 

kewajiban untuk menerima para pengungsi Rohingya yang masuk ke dalam 

wilayahnya. Namun terdapat Prinsip Non-Refoulement yang menyatakan bahwa 

negara dilarang untuk mengembalikan secara paksa pengungsi yang telah 

masuk ke dalam wilayah negaranya. Prinsip ini memiliki status ius cogens, yang 

mana setiap negara wajib untuk mematuhinya baik yang meratifikasi Konvensi 

1951 ataupun tidak. Indonesia sendiri pernah melanggar prinsip tersebut pada 

tahun 2015 dan mengembalikan para pengungsi yang sudah masuk ke wilayah 

Indonesia kembali ke lautan, namun mendapatkan kecaman baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

Setelah melakukan rapat bersamaan dengan tiga negara lainnya yaitu Malaysia 

dan Thailand yang juga mendapatkan kecaman setelah menolak kedatangan 

pengungsi Rohingya, Indonesia memutuskan untuk bersikap menerima dan 

memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. 

Hingga saat ini pun pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia tidak pernah 

dikembalikan lagi ke laut dan selalu menerima bantuan dari pemerintah 

Indonesia, hingga ditempatkan di negara ketiga karena status Indonesia hanya 

sebagai negara transit. Indonesia yang menjadi negara transit ini disebabkan 

oleh belum ratifikasinya terhadap Konvensi 1951 sehingga Indonesia tidak 

berkewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen. Indonesia 

merubah sikapnya dan secara konsisten menerapkan prinsip Non-Refoulement 

hingga sekarang meskipun terdapat permasalahan seperti pengungsi Rohingya 
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yang kerap melarikan diri dari kamp penampungan setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan oleh norma di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 

sehingga melekat sebagai identitas negara, dan identitas Indonesia sebagai 

negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berpengaruh terhadap 

kepentingan Indonesia. Dengan menolak dan mengembalikan para pengungsi 

tersebut, dapat mencoreng nama Indonesia yang dianggap memiliki citra baik 

di mata dunia internasional terutama dalam tindakan kemanusiaan, belum lagi 

posisi Indonesia sebagai salah satu Dewan HAM PBB. Kepentingan Indonesia 

dalam menjaga citranya agar tetap baik dan sejalan dengan identitas yang 

dimilikinya, membuat perubahan kebijakan oleh pemerintah dalam penerimaan 

pengungsi Rohingya yang secara konsisten dilakukan hingga sekarang, yaitu 

menerima gelombang pengungsi Rohingya yang datang. 

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tidak memiliki 

kewajiban untuk menerima dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya 

tersebut, sehingga Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum yang jelas untuk 

urusan pengungsi. Namun dengan perubahan kebijakan oleh pemerintah yang 

bersedia untuk menerima dan tidak mengembalikan pengungsi-pengungsi yang 

masuk ke dalam wilayah Indonesia tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan 

Presiden No.125 Tahun 2016 yang hingga kini dijadikan acuan bagi pemerintah 

Indonesia dan Lembaga-lembaga yang berkaitan untuk tidak mengembalikan 

dan menolak para pengungsi ke lautan, serta dalam pemenuhan hak pengungsi 

Indonesia yang tidak berkewajiban bekerjasama dengan UNHCR dan IOM. 

Kerjasama ini juga mencakup penetapan status pengungsi serta relokasi para 

pengungsi ke negara ketiga. Hingga sekarang, Indonesia kerap mendapatkan 

pujian dari masyarakat Internasional karena telah secara aktif membantu dan 

menolong para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia setelah 

terkatung-katung di lautan. Hal ini sesuai dengan identitas yang melekat pada 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta aktif 

dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. 

Dalam menerapkan prinsip Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya 

hingga sekarang Indonesia terbilang konsisten karena tidak ditemukan lagi 

kasus dimana Indonesia mengembalikan para pengungsi Rohingya yang masuk 
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ke wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga hingga sekarang tetap 

bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi rohingya, 

bahkan terdapat LSM juga yang bekerjasama di daerah-daerah yang menjadi 

tempat penampungan pengungsi Rohingya. Meskipun tidak meratifikasi 

Konvensi 1951 dan tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi 

Rohingya, Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya karena menghormati 

prinsip Non-Refoulement. Hal ini dilakukan Indonesia karena adanya pengaruh 

antara norma, identitas, kepentingan dan kebijakan yang saling mempengaruhi 

sehingga terbentuklah sikap Indonesia yang secara konsisten menghormati dan 

menerapkan Prinsip Non-Refoulement meskipun hanya sebagai negara transit 

karena belum meratifikasi Konvensi 1951 dan tidak memiliki kewajiban dalam 

menerima pengungsi. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis mengenai alasan mengapa Indonesia menerapkan 

prinsip Non-Refoulement terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia meskipun 

hanya sebagai negara transit, beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah: 

1. Dalam menerapkan peraturan hukum yang menjadi acuan (Perpres No.125 

Tahun 2016) terutama kerjasama dengan UNHCR dan IOM dapat 

dipertegas dan diperkuat lagi, karena masih banyaknya kejadian seperti para 

pengungsi yang melarikan diri. Penegasan terhadap UNHCR dan IOM juga 

dibutuhkan agar keamanan di sekitar kamp penampungan bisa diperketat, 

karena tindakan pelarian illegal dapat membahayakan para pengungsi 

tersebut serta agar tidak akan memunculkan potensi masalah keamanan di 

dalam negeri. 

2. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu dan topik serupa dengan 

penelitian ini, dapat menggunakan teori dan konsep yang berbeda agar dapat 

melihat secara luas dan dari sudut pandang teori ataupun konsep lainnya 

mengenai penerapan prinsip Non-Refoulement di Indonesia sebagai negara 

transit bagi pengungsi Rohingya 
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3. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penelitian 

ini. Salah satunya adalah jumlah data tentang pengungsi Rohingya yang 

sangat banyak sehingga penulis kurang maksimal dalam memilah dan 

menganalisis data-data tersebut. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti isu dan topik yang sama sebaiknya lebih memperhatikan 

dalam pengumpulan data karena sangat banyaknya data tentang pengungsi 

Rohingya sehingga akan lebih mempermudah penulis selanjutnya dalam 

menganalisis data.
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